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Getrianto, NPM. 18.10.002.74201.192, Dr. Benni Rusli, SH., MH, Kartika
Dewi Irianto, SH., MH, Tahun 2022, Fkultas Hukum, Universitas

Muhammadiyah Barat.

ABSTRAK

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga
keuangan bukan Bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam sebuah
pembiayaan. Yang mana lembaga ini merupakan salah satu sumber dana
alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk
memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan
adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal.

Metode yang digunakan adalah adalah yuridis empiris yang dikenal juga
dengan metode penelitian lapangan, yaitu pengumpulan materi atau bahan
penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh penulis karena belum
tersedia. Data didapatkan melalui wawancara, kemudian diperoleh data primer,
dan data tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Selain itu
terdapat data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penyelesaian wanprestasi oleh pihak
Bank yaitu dengan melakukan negosiasi terlebih dahulu dan memberikan solusi
kepada debitur, jika tidak diindahkan langkah selanjutnya yaitu dengan
memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan, jika tetap tidak diindahkan yaitu
diberikan somasi (surat peringatan) 1, 2, dan 3, jika tetap tidak ditanggapi maka
pihak Bank akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan. (2) Hambatan
dalam penyelesaian wanprestasi bermula dari Covid-19 yang menyebabkan
perekonomian tidak stabil, nasabah banyak yang di PHK sehingga tidak mampu
membayar cicilan. (3) Solusi yang diberikan oleh pihak Bank dalam penyelesaian
wanprestasi adalah dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran sehingga
cicilan yang harus dibayarkan oleh debitur mengecil jumlahnya.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Pembiayaan Konsumen
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari tidak lepas dari bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut seseorang tentunya berinteraksi dengan orang lain. Seiring dengan

pertumbuhan ekonomi suatu negara kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal

di negara itu juga akan meningkat. Kebutuhan konsumsi masyarakat baik itu

kebutuhan primer, sekunder atau bahkan tersier harus terpenuhi, dan jika

hanya dapat memenuhi kebutuhan primer maka mereka akan mencari cara

agar kebutuhan sekundernya atau kebutuhan tersier dapat dipenuhi.

Pembangunan ekonomi di Indonesia membutuhkan dana yang cukup

besar sehingga perlu perluasan sarana penyediaan dana yang dibutuhkan

masyarakat.1 Dengan demikian, pemerintah telah membentuk lembaga untuk

membantu pengusaha yang membutuhkan dana yang disebut lembaga

pembiayaan.2 Keberadaan pembiayaan konsumen terkait dengan kebijakan

yang di undangkan dibidang pasar modal dan lembaga keuangan pada bulan

Desember 1988. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi diyakini

perlu adanya perluasan sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh

masyarakat, sehingga perannya sebagai sumber dana pembangunan semakin

1 Siti Ismijati Jenie, Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan,
Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Yoyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996, hlm. 1.

2Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam
Pengembangan UMKM, Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan, 2013, hlm. 1.
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meningkat.3 Salah Satu solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

masyarakat dengan adanya suatu lembaga keuangan maupun perusahaan

perbankan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang belum

terpenuhi.

Secara Yuridis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghipun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak”.4

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang mana kegiatan

usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana

tersebut kepada masyarakat dan memberikan jasa lainnya seperti kredit.5

Bank di dalam memberikan kreditnya berdasarkan pada persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

yang disepakati dengan pemberian bunga. Perjanjian menurut ketentuan Pasal

1313 KUHPerdata didefinisikan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu

perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih”.6

3 Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1995, hlm. 195.

4 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hlm. 3.
5 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 3.
6 KUHPerdata Pasal 1313
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Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memegang perananan penting untuk

menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai

pemerataan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.7

Tugas intermediasi (intermediary function) yang diemban oleh

perbankan telah memaksa perbankan agar senantiasa mampu untuk

menciptakan kemudahan-kemudahan bagi pemilik dana dan menjadikan

pemilik dana tidak lagi bersusah payah secara langsung mencarikan unit-unit

usaha yang membutuhkan dana yang dimilikinya. Bank bertindak menjadi

perantara antara kedua belah pihak yaitu pemilik dana dan pihak yang

membutuhkan dan sehingga tercipta efisiensi dan skala yang ekonomis dalam

pemanfaatan dana-dana masyarakat untuk pembangunan nasional.8

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan dapat dilihat dari 2

(dua) sisi dan di saat yang berbeda. Pada satu sisi, berkaitan dengan saat

pemberian kredit tersebut,sedang sisi yang lainnya adalah apabila terjadi

kegagalan pelunasan dari kredit tersebut.9 Kedudukan kreditur dan debitur

dalam perjanjian kredit haruslah setara.

Praktek yang ditemukan di dunia perbankan saat ini, perjanjian kredit

Bank dibuat redaksionalnya secara baku (standar dizedcontract) dari sudut

praktis dapat dilihat sebagai salah satu bentuk atau cara untuk mempermudah

7Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jo. Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

8Joner Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah, Bandung:
PTAlumni, 2009, hlm. 2.

9Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2000, hlm. 282.
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debitur dan kreditur merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berkenaan

dengan perjanjian kredit tersebut. Fasilitas kredit diberikan oleh Bank sebagai

kreditur kepada nasabah sebagai debitur yang termasuk dalam skimtransaksi

perdata dimana sangat potensial menghadapi goncangan-goncangan yang

dapat mengarah pada kegagalan pengembalian kredit.10

Perjanjian yang dilakukan antara debitur dan kreditur akan menjadi

Undang-Undang bagi debitur dan juga kreditur yang menyepakatinya. Hal ini

dilakukan dengan menandatangani perjanjian tesebut yang nantinya akan

menandakan bahwa perjanjian tersebut telah disepakati dan akan menjadi

undang-undang bagi debitur dan juga kreditur atau bagi kedua belah pihak.11

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari hukum perikatan yang

diatur dalam Buku III KUHPerdata. Untuk membuat suatu perjanjian harus

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Syarat sah

suatu perjanjian ada 4 (empat) dan diatur pasal 1320 KUHPerdata, yakni

terdiri atas:12

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3. Mengenai suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu hal yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah masalah

cidera janji (wanprestasi) yang dapat berupa keterlambatan pengembalian

10Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT Alumni, 1994, hlm. 46.
11 Yesika Pratiwi Sidabalok, Akibat Hukum jika Debitur Wanprestasi dalam Pembiayaan

Konsumen dengan Jaminan Fidusia pada PT. Mandiri Tunas Finance, Skripsi, Universitas
Sumatera Utara

12 Lihat Pasal 1320 KUHPerdata
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kredit sebagaimana diperjanjikan atau yang disebut dengan kredit macet.

Terjadinya wanprestasi merupakan resiko Bank dengan pertimbangan resiko

itu, maka Bank selalu melakukan analisa terhadap permohonan kredit yang

diterimanya. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya

perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk,

yaitu:

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi

atau tidak dapat diperbaiki

2. Terlambat memenuhi prestasi

3. Memenuhi prestasi secara tidak baik sebagaimana mestinya

4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.13

Pemberian pinjaman oleh Bank atau pemberi pinjaman selalu

mengandaikan harapan bahwa debitur akan dapat memenuhi kewajibannya

untuk membayar kembali pinjaman yang diterima tepat waktu. Namun pada

kenyataannya tidak semua pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank dapat

dikembalikan dengan lancar. Jumlah kredit bermasalah yang disebabkan oleh

ketidakmampuan debitur untuk melunasi pinjamannya tepat waktu, seperti

yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman antara debitur dengan Bank.

Keadaan yang menyebabkan kredit macet karena debitur pailit, keuntungan

usaha debitur berkurang karena kemerosotan usaha atau kegagalan usaha,

atau debitur tidak sadar mau membayar karena sifat debitur tidak baik, dan

13Handri Roharjo, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti: Bandung , 2009, hlm. 80.
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hal seperti itupun pada akhirnya membawa kerugian bagi si pemberi

pinjaman (Bank).14

Data yang didapatkan oleh penulis dari PT. BPR Suliki Gunung Mas

Cabang Payakumbuh yaitu pada tahun 2019 terdapat 13 orang yang kurang

lancar dalam melakukan pembayaran, 9 orang diragukan, dan 20 orang macet

dalam pembayaran. Pada tahun 2020 terdapat 10 orang yang melakukan

pembayaran kurang lancar, 5 orang diragukan, dan 32 orang yang macet

dalam pembayaran. Pada tahun 2021 terdapat 10 orang yang kurang lancar

dalam melakukan pembayaran, 7 orang diragukan, dan 40 orang yang macet

dalam pembayaran.

Berdasarkan pemaparan di atas dan data yang didapat oleh penulis

dari PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh dari tahun 2019-2021

jumlah nasabah yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran menurun,

yang diragukan menurun kemudian meningkat lagi, dan yang macet dalam

pembayaran jumlahnya meningkat, sehingga penulis tertarik untuk

mengangkat permasalahan hukum dengan judul “PENYELESAIAN

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(Studi pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh)”.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai

penyelesaian wanprestasi pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang

Payakumbuh.

14 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 265.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan

konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh?

2. Apa sajakah hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian

wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki

Gunung Mas Cabang Payakumbuh ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan

konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam penyelesaian

wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR Suliki

Gunung Mas Cabang Payakumbuh.

D. Manfaat penelitian

Secara garis besar manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam ilmu

hukum khususnya hukum perdata.

b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu-ilmu baru dan dapat

memberi jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh

penulis.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti

selanjutnya.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai sarana untuk menuangkan

sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya

ilmiah berupa proposal skripsi.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan dan

pengetahuan tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian

pembiayaan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat

Deskriptif yaitu penelitian yang berpola pada pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek yang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dalam hal ini mengenai tentang

akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Metode Pendekatan

Penelitian tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian

pembiayaan konsumen ini menggunakan metode pendekatan yuridis

empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (Field Research) adalah

pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau

dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat

berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari
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serta mewawancarai para informan, menyusun kuisioner dan kemudian

mengedarkan kuisioner itu pada responden.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian

atau lapangan. Caranya meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung

mengenai masalah yang akan diteliti seperti mewawancarai beberapa

pihak yang terlibat, serta informan lain yang dapat mendukung

perolehan data primer ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan

hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum

yang merupakan sumber utama penelitian, berasal dari peraturan

perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, yang mempunyai fungsi untuk

menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini

berupa buku-buku, pendapat para sarjana hasil penelitian, skripsi,



10

tesis dan disertasi, jurnal/makalah ilmiah, buku-buku literatur

yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari

kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia serta yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian

pembiayaan konsumen ini menggunakan penelitian lapangan (yuridis

empiris) dengan wawancara.

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang

menjadi narasumber. Bentuk wawancara yang penulis lakukan yaitu

dengan mewawancarai secara langsung pihak Bank dan juga nasabah

yang mengalami permasalahan dalam peminjaman.

b. Studi Dokumen, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan

data atau informasi yang berhubungan dengan pembahasan yang

penulis teliti. Data yang digunakan oleh penulis adalah data resmi

yang didapat langsung oleh pihak Bank yang berupa surat perjanjian

kredit, yang mana data tersebut didapatkan oleh penulis dari pihak

PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh tempat penulis
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meneliti. Kemudian nantinya menggunakan undang-undang yang

berhubungan dengan pembahasan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penelitian skripsi ini

dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data, yaitu melakukan pemeriksaan data yang

terkumpul apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah

cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data

sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam

menganalisis.

c. Penyusunan data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan

menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan

yang sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode

analisis Kualitatif, yang dilakukan dengan cara menginterprestasikan data

dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan

pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan

permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk

ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.
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F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri atas 4 (empat) BAB dengan rincian

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai pokok pembahasan

tinjauan umum proposal yang berisi tinjauan umum

tentang perjanjian, tinjauan umum tentang wanprestasi,

tinjauan umum tentang pembiayaan konsumen.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini menguraikan tentang penyelesaian

wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen,

serta hambatan dan solusi penyelesaian wanprestasi

dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BPR

Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan yang diperoleh

dari penelitian serta saran yang bermanfaat bagi semua

pihak.
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BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Penerapan hukum perdata atau privat dalam masyarakat dapat

dilihat dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dilakukan atas dasar sebuah

kesepakatan atau pertemuan kedua belah pihak antara pribadi orang atau

kelompok sesuai dengan yang diinginkan. Yang mana perjanjian adalah

suatu perbuatan hukum dimana ada dua belah pihak atau lebih yang

saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari perjanjian tersebut

kemudian timbul suatu peristiwa berupa hubungan dan hukum

tersebutlah yang dinamakan perikatan.15

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian

menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah

satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum

perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas

untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk

melengkapi perjanjian yang dibuat masyarakat. Perjanjian merupakan

sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian

merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan

perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para

15 Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 1992,
hlm.203.
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pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam

Buku III KUHPerdata Pasal 1313, yang berbunyi: “Perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana didalamnya

terdapat hubungan perikatan antara satu orang atau lebih untuk saling

mengikatkan diri dalam melaksanakan hal tertentu, sebagaimana

diketahui bahwa isi perjanjian adalah perikatan. Dua pihak itu sepakat

untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang

mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah

untuk menimbulkan akibat hukum, dan juga menimbulkan hak serta

kewajiban, apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka akan ada akibat

hukumnya, si pelanggar nantinya dapat dikenakan akibat hukum atau

sanksi.16

Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata “Semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik”.

16 Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, Jogjakarta: Grafindo, 2013, hlm.2.
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2. Unsur Perjanjian

a. Pihak-pihak (Subyek)

Pihak dalam perjanjian yaitu para pihak yang terikat dengan

diadakannya suatu perjanjian, subyek dalam perjanjian dapat berupa

orang atau badan hukum. Adapun syarat untuk menjadi subyek

adalah harus mampu atau yang berwenang dalam melakukan

perbuatan hukum. KUHPerdata membagi tiga golongan yang

menyangkut pada perjanjian, yaitu: (1) Para pihak yang mengadakan

perjanjian itu sendiri, (2) Para ahli waris mereka dan mereka yang

mendapat hak dari padanya, (3) Pihak ketiga.

b. Sifat Perjanjian

Unsur penting dalam sebuah perjanjian yaitu adanya persetujuan

atau (kesepakatan) antara kedua belah pihak, dan sifat persetujuan

harus tetap, bukan hanya sekedar berunding. Kemudian peretujuan

itu ditunjukkan dengan adanya penerimaan tanpa syarat atas suatu

tawaran, apa yang ditawarkan oleh pihak satu diterima oleh pihak

yang lainnya.

c. Tujuan Perjanjian

Tujuan diadakannya perjanjian yaitu memenuhi kebutuhan para

pihak terkait, yang mana kebutuhan hanya dapat dipenuhi apabila

melakukan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan tersebut pun

sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum,

kesusilaan, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang.
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d. Prestasi

Disebabkan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban

untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang

harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat

perjanjian.

e. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dalam ketentuan Undang-Undang perlu

ditentukan, karena hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian

mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk

perjanjian biasanya dapat berupa akta, namun perjanjian juga bisa

dibuat dengan lisan, yang artinya dengan menggunakan kata-kata

yang jelas maksud dan tujuannya dan dipahami oleh para pihak

terkait.

f. Syarat Perjanjian

Syarat-syarat tertentu dari sebuah perjanjian sebenarnya sebagai

isi dalam perjanjian, karena dari syarta-syarat tersebut dapat

diketahui hak dan kewajiban bagi para pihak. Syarat-syarat tersebut

biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan

kewajiban pokok.17

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Hukum Kontrak (Law of Contract) syarat perjanjian

meliputi empat hal yaitu: (1) Adanya penawaran (offer) dan penerimaan

17Tutik, T.T, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,
2006, hlm. 244-246.
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(acceptance), (2) Adanya penyesuain kehendak (metting of minds), (3)

Adanya konsiderasi/presirasi, (4) Adanya kewenangan hukum para pihak

(competent legal parties) dan pokok persoalan yang sah (legal subject

matter). Sementara dalam KUHPerdata Pasal 1320 atau 1365 Buku IV

NBW, syarat sahnya perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat obyektif

dan syarat subyektif.

a. Syarat Obyektif

Syarat Obyektif merupakan syarat yang berkaitan dengan obyek

perjanjian. Obyek perjanjian meliputi: (1) Adanya obyek perjanjian

(onderwerp der overeenskomst), (2) Adanya sebab yang halal

(goorloofde oorzaak).

b. Syarat Subyektif

Syarat subyektif merupakan syarat yang berkaitan dengan subyek

perjanjian. Syarat dari subyek perjanjian ini meliputi: (1) Adanya

kesepakatan/izin (toesteming) kedua belah pihak, (2) Kedua belah

pihak harus cakap bertindak.18

4. Asas-asas dalam Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang

mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal

yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme

tersirat dalam salah salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan

18 Ibid, hlm. 246-247
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KUHPerdata. Pasal 1320 KUH Perdata yang mana menerangkan

bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah dalam sebuah perjanjian

maka perlu memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3) Suatu pokok persoalan tertentu

4) Suatu sebab yang tidak terlarang.19

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdata

yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang

dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak

dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,

atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang

dan persetujuan tersebut pun harus dilaksanakan dengan iktikad

baik.20

Asas kebebasan berkontrak mengandung suatu pandangan

bahwa seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan

perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, dan bebas

tentang apa yang diperjanjikan serta juga bebas untuk menetapkan

19 Purwahid Patrik, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 3

20 Ibid, hlm. 4
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syarat-syarat perjanjian.21 Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan

ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :22

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat

perjanjian

3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya

4) Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian

5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan

undang-undang yang bersifat opsional.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas

pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan

akibat dari suatu perjanjian. Asas pacta sunt servanda termuat dalan

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-

undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat

oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Kekuatan

perjanjian yang dibuat secara sah (Pasal 1320 BW) mempunyai daya

berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator

21 Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Volume 18 No.3,
2003, hlm. 31.

22 Sjahdeini, S.R, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak
dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 47



20

dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang

perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum

(hakim, jurusita).23

d. Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian

harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-

undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud

itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) yang

dimaksud dengan “ itikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang

teguh, maksud, kemampuan (yang baik).24

Iktikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud

(iktikad) yang baik hendaknya diartikan sebagai:

1) Kejujuran saat membuat kontrak

2) Pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di

hadapan pejabatan, para pihak dianggap beriktikad baik

3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu

penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan

kesepakatan dalam kontrak atau semata-mata untuk mencegah

perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

23 Ridwan Khirandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian
Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90.

24 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta,
1995, hlm. 369
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e. Asas Kepercayaan

Setiap perjanjian yang akan dilakukan oleh setiap orang pastinya

didasarkan kepada kepercayaan satu sama lainnya. Tanpa adanya

kepercayaan tersebut maka perjanjian pun tidak akan dapat

dijalankan. Kepercayaan ini diberikan untuk memenuhi setiap

prestasi sehingga dengan adanya asas kepercayaan ini, maka

perjanjian dapat dijadikan sebagai aturan untuk melaksanakan

perjanjian, tanpa adanya asas kepercayaan ini maka kontrak pun

tidak akan mungkin diadakan oleh para pihak.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum menegaskan bahwa setiap negara

bersamaan dengan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak

ada pengecualian. Asas persamaan hukum ini diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945 yang menggunakan ungkapan “Persamaan

kedudukannya di dalam hukum (Pasal 27)” dan “Perlakuan yang

sama dihadapan hukum (Pasal 28D)”. Asas persamaan hukum yaitu

dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang seimbang untuk

melaksanakan suatu perjanjian. Pada setiap orang tersebut tidak ada

yang membedakannya, sehingga dengan adanya asas persamaan ini,

maka dikehendaki seseorang saling menghargai dan juga

menghormati setiap kehormatannya.
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g. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah bahwa setipa materi muatan

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu,

masyarakat, dan juga kepentingan bangsa. Asas keseimbangan ini

pada intinya menghendaki setiap pihak mempunyai kedudukan

yang sama, dimana salah satu pihak dapat meminta kehendakannya

kepada pihak lain, dan pihak lain pun dapat menjalankan

prestasinya sesuai dengan yang dikehendaki pihak lain. Sehingga

kedudukan mereka di dalam perjanjian memiliki keseimbangan.

h. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Setiap

pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan mempunyai suatu kepastian

hukum, begitu juga dengan perjanjian yang dilakukan oleh setiap

pihak. Kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu perjanjian dapat

memberikan penyekatan secara aturan hukum dan mempunyai akibat

hukum bagi setiap orang yang menjalankannya. Maksud dari asas ini

yaitu menghendaki hak yang telah diperoleh oleh seseorang

berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
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i. Asas Kepatutan

Asas kepatutan yang termuat dalam Pasal 1339 KUHPerdata

menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk

hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga

termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian

dahruskan oleh kepatutan itu sendiri. Asas ini menyangkut dengan

subtansi dari perjanjian itu sendiri, dimana setiap perjanjian harus

mempunyai nilai kepatutan untuk dilaksanakan dan tidak memiliki

pertentangan dengan ketentuan lainnya.

j. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan yaitu dipandang sebagai suatu perjanjian, suatu

perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur,

akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan

bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang

dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala

sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,

kebiasaan, dan undang-undang.25

25 Prodjodikoro, W, Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: PT. Sumur, 1992, hlm., 56- 62
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B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah

consumer finance. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja

dengan kredit konsumen (consumer credit) yang ada pada Bank, bedanya

hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen

pembiayaannya diberikan oleh lembaga pembiayaan (financing

company), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh Bank. Di Inggris,

kredit konsumen ini sudah diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu

dalam Undang-Undang Kredit Konsumen 1974 (Consumer Credit Act,

1974).26

Menurut Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 Tentang Lembaga

Pembiayaan mempunyai pengertian sebagai berikut: “Pembiayaan

Konsumen (Consumers Finance) adalah pembiayaan untuk pengadaan

barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara

angsuran.”27 Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan peran lembaga

pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, serta memberikan

penjelasan mengenai jenis, kegiatan usaha, pembatasan dan juga

pengawasan.28

26Fuady, M, Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.162.
27 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
28https://Isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744#:~:text=Wanprestasi%20pada20Pasal2012

38,dengan20lewatnya%20waktu%20yang%20ditentukan. Diakses pada tanggal 26 Juli 2022,

Pukul13.18 WIB

https://Isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744
https://Isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744
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Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut

perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance company.

Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi

non Bank maupun oleh Bank, tetapi pada dasarnya antara Bank yang

mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan

merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.29

2. Tujuan Pembiayaan Konsumen

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu,

tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi Bank

tersebut didirikan. Disamping itu, kita juga tidak dapat melepaskan diri

dari falsafah Negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sebagai dasar

dan falsafah Negara, maka tujuan pembiayaan tidak semata-mata untuk

mencari keuntungan, namun disesuaikan dengan tujuan Negara yaitu

untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian maka

tujuan lembaga pembiayaan yaitu sebagai berikut:

a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan

pembangunan.

b. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan

fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan

dapat memperluas usahanya. 30

29 Umam, K Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa
Lembaga Pembiayaan, Sleman: Pustaka Yustisia, 2010, hlm 36.

30 Elifa, T, Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, 2008,
Fakultas Hukum, UM Sumbar, hal. 16
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3. Bentuk-bentuk Lembaga Pembiayaan Konsumen

Praktek perjanjian konsumen umumnya dibuat dalam bentuk

perjanjian baku atau disebut juga perjanjian standar (standard contract,

standar segremeent). Menurut Purwahid Patrik perjanjian baku adalah

“suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu yang

dibuat oleh salah satu pihak”.31

J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai “perjanjian tertulis,

yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang

mengandung syarat-syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian

disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui”.32 Ciri dari perjanjian

standar adalah adanya sifat uniform atau keseragaman dari syarat-syarat

perjanjian untuk semua perjanjian untuk sifat yang sama. Perjanjian baku

(standard) ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua

belah pihak dan masing-masing pihak menandatangani perjanjian

tersebut.33 Berikut bentuk-bentuk lembaga pembiayaan:

a. Pembiayaan Investasi

Merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal dan

jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi,

modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha/investasi yang

diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari dua tahun.

31 Patrik, P, Peranan Perjanjian Baku dalam Masyarakat, Makalah dalam Seminar
Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 11 Desember 1993, hlm 1.

32 J. Satrio, Beberapa Segi Hukum Standarisasi Perjanjian Kredit, Surabaya, Seminar
Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, 11 Desember 1993, hlm 1.

33Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia,
http:/eprints.ums.ac.id/29114/7/NASKAH_PUBLIKASI.pdf ,.hlm 8-9, Diunduh pada 22 Juni 2022
pukul 16:00 WIB
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b. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal merupakan pembiayaan untuk memenuhi

kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus

aktifitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dalam jangka

waktu paling lama dua tahun.

c. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan untuk pengadaan

barang-barang dan jasa yang diperlukan oleh debitur untuk

pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktifitas

produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

d. Kegiatan Usaha Lain yang Disetujui OJK

Perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan

melampirkan dokumen yang berisi uraian minimal produk yang akan

dipasarkan, analisis prospek usaha, mekanisme pembiayaan yang

akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak, serta contoh

perjanjian pembiayaan yang akan dipergunakan.

C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perikatan yang bersifat timbal balik akan menimbulkan sisi aktif

dan sisi pasif. Yang mana sisi akan aktifnya akan menimbulkan hak bagi

kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif akan

menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan

prestasinya. Dalam situasi yang normal antara prestasi dan kontra
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prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran

prestasi tersebut tidak selalu dapat berjalan dengan lancar sebagaimana

mestinya, sehingga muncullah peristiwa yang disebut wanprestasi,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan

sesuatu), dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu).34

Wanprestasi merupakan ketiadaan prestasi, dan prestasi dalam

hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi

dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai

istilah “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan

janji” untuk wanprestasi.35

Wanprestasi adalah kelalaian atau kealfaan yang dapat berupa tidak

melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukan, melaksanakan apa

yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana telah diperjanjikan,

melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan

suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.36

Sebagaiamana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata “Debitur dikatakan

lalai dengan suatu perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan

kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan

debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.37

34 Hernoko, A.Y, Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial),
Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 260-261

35 Ibid, hlm.49.
36 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. Ke II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hlm. 74.
37https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangankhusus/peraturan-
pemerintah/Pages/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-9-tahun-2009-tentang-
lembagapembiayaan.aspx#, Diakses pada tanggal 26 Juli 2022, Pukul13.18 WIB

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangankhusus/peraturan-pemerintah/Pages/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-9-tahun-2009-tentang-lembagapembiayaan.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangankhusus/peraturan-pemerintah/Pages/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-9-tahun-2009-tentang-lembagapembiayaan.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangankhusus/peraturan-pemerintah/Pages/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-9-tahun-2009-tentang-lembagapembiayaan.aspx
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Saliman mengemukakan wanprestasi adalah suatu sikap dimana

seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh

kreditur dan debitur.38 Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai

utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau

undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali

pelunasannya pada masa mendatang. Sedangkan menurut kamus

perbankan , debitur adalah orang atau badan yang mempunyai simpanan

atau pinjaman pada Bank, dimana debitur yang telah dewasa yang

diperbolehkan untuk mengambil pembiayaan, hal ini disebabkan karena

resiko Bank yang sangat besar dalam pemberian kredit.39

Wujud dari tidak memenuhi prestasi terbagi menjadin 3 bagian,

yaitu, (1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, (2) Debitur

terlambat memenuhi perikatan, (3) Debitur keliru atau tidak pantas

memenuhi perikatan.40

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi,

wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

antara kreditur dan debitur. Seorang debitur baru bisa dikatakan

38https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#-
tekt=Menurut%20Saliman. Diakses pada tanggal 17 Agustus, Pukul: 14.35 WIB.

39Salsabilla, Penyelesaian Debitur Wanprestasi Pembiayaan Muamalat Multiguna pada PT.
Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu, 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, IAIN Bengkulu, hal. 29.

40 Khair, U, Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum jika
Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia, Jurnal Cendekia
Hukum, Vol. 3, No. 1 September 2017, hlm. 41

https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/
https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/
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wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur, apabila

somasi tersebut tidak diindahkannya, maka berhak membawa persoalan

tersebut ke pengadilan, dan pengadilan yang akan memutuskan apakah

debitur wanprestasi atau tidak.41

Wanprestasi dilakukan debitur terkait pembiayaan hutang piutang

dengan pembayaran kredit berupa penyalahgunaan kredit oleh debitur,

dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan

pemberian kredit, terjadi sengketa antara pemegang saham atau kelalaian

pengurus dalam menjalankan perusahaan, tenaga ahli perusahaan

meninggalkan perusahaan sehingga kinerja peruhaan tidak lagi efisien.42

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa

wanprestasi bisa terjadi disebabkan oleh banyak faktor, yaitu perbuatan

hukum debitur nakal, kemudian tidak sesuai dengan waktu yang

diperjanjikan, adanya perselisihan internal manajemen, serta obyek yang

disepakati dalam perjanjian tidak sesuai secara kuantitas dan kualitas.

Angsuran adalah pembayaran pengembalian pinjaman yang

dilakukan secara berangsur-angsur atau dengan pembayaran cicilan.43

Sedangkan teknis pembayaran dapat dilakukan dengan menyetor secara

tunai ke rekening simpanan anggota dan Bank akan mendebit rekening

tersebut.44 Kemampuan membayar angsuran debitur oleh Bank

41 Mertokusumo, S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180
42 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 50
43 Karim, A, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2009, hlm. 429.
44 Buchori, N, Koperasi Syariah, Cet. I, Sidoarjo: Mahsun, 2009, hlm. 179.
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diklasifikasi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan

dan macet.45

2. Akibat adanya Wanprestasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi

mengenai wanprestasi secara jelas. Namun, beberapa pasal dalam Buku

Ke-3 mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan timbulnya akibat-

akibat dari kelalaian debitur dalam sebuah perjanjian. Menurut Kamus

Hukum yang ditulis oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, wanprestasi

adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati kewajibannya

dalam perjanjian.46 Adapun akibat yang ditimbulkan karena adanya

wanprestasi adalah sebagai berikut:

a. Perikatan tetap ada, artinya kreditur masih bisa menuntut kepada

debitur tentang pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi

prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat

keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor

akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi

tepat waktu.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur, terdapat pada

pasal 1243 KUHPerdata.

c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu datang

setelah debitur wanprestasi, kecuali jika ada kesengajaan atau

45 Djamil, F, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Cet.I, Jakarta: Sinar
Grafika, 2012, hlm. 69.

46 Ramdhani, D.A, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya,Jakarta: Perpustakaan UPN Veteran,
hlm. 41-42
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kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh sebab itu, debitur tidak

dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat

membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi

dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.47

3. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi

Tuntutan dapat dilakukan kreditur kepada debitur yang telah

melakukan wanprestasi sebagai berikut:

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur

b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur,

terdapat dalam Pasal 1267 KUHPerdata

c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, jika kerugian

karena keterlambatan (H. R. 1 November 1918)

d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian

e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada

debitur, ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian debitur yang dapat dipertanggung jawabkan

adalah sebagai berikut:

a. Debitur berada dalam keadaan memaksa

b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dengan demikian

debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada

kesengajaan atau kesalahan besar lainnya

47 Mertokusumo, S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180
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c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan, terdapat pada

Pasal 1602 KUHPerdata.48

48Ibid, hlm. 182-181
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

1. Sejarah PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

PT. BPR Suliki Gunung Mas didirikan oleh Bank Nagari sebagai

salah satu perwujudan dari komitmennya dalam rangka ikut serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong percepatan

pertumbuhan perekonomian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

Sumatera Barat pada umumnya dan Kabupaten Lima Puluh Kota

khususnya. Keberadaan PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang

Payakumbuh diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan

menyentuh seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok nagari

yang belum dapat dijangkau oleh lembaga perbankan lainnya.

Seiring dengan perjalanan waktu, PT. BPR Suliki Gunung Mas

tumbuh dan berkembang dengan wajar walaupun belum dapat dikatakan

pesat. Perlahan-lahan aset terus meningkat seiring dengan semakin

bertambahnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun dan

meningkatnya jumlah kredit yang dapat disalurkan. Dana masyarakat

yang dikumpulkan sedikit demi sedikit melalui kegiatan door to door

service setiap hari. melalui perjuangan dan pengorbanan yang tidaklah

ringan akhirnya terhimpun menjadi aset yang tak ternilai harganya.
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Kemauan yang keras dan semangat kebersamaan yang tinggi

adalah modal PT. BPR Suliki Gunung Mas untuk dapat bertahan dari

semua tantangan dan hambatan yang datang setiap waktu. PT. BPR

Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh berdiri pada tahun 1997 disaat

krisis moneter melanda . Dengan modal kebersamaan, kemauan dan

semangat kerja keras inilah PT. BPR Suliki Gunung Mas tetap mampu

bertahan sehingga menjadi seperti sekarang ini.

Anggaran Dasar PT. BPR Suliki Gunung Mas telah mengalami

beberapa kali perubahan diantaranya akta nomor 6 yang dibuat oleh

notaris Syamsuhardi, SH di Padang tertanggal 4 Maret 2008 dengan

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik

Indonesia nomor AHU-36975.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008

tentang penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan Undang-undang

No.40 tahun 2007 terntang Perseroan Terbatas dan terakhir akta nomor

18 yang dibuat oleh notaris Syamsuhardi, SH tanggal 13 Desember 2012

yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal

17 Desember 2012 tentang susunan pengurus terakhir.

Untuk dapat menjamin kelancaran kerja suatu perusahaan

diperlukan adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab

secara jelas. Pembagian ini diperoleh melalui struktur organisasi yang

baik dalam perusahaan, sehingga kesimpangsiuran dalam melaksanakan

pekerjaan, tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing bagian
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dapat diatasi. Adapun gambaran struktur organisasi dari PT BPR Suliki

Gunung Mas Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu:

Gambar I. 1

Struktur Organisasi PT.BPR Suliki Gunung Mas

Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh Tahun 2022

Tugas dan tanggung jawab pegawai PT BPR Suliki Gunung Mas

Kabupaten Lima Puluh Kota :

a. Dewan Komisaris

1) Mengawasi pelaksanaan tugas Dewan Direksi serta memberi

nasehat atas pelaksanaan tugas Dewan Direksi
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2) Mempunyai hak untuk memeriksa buku-buku, surat-surat, serta

kekayaan perusahaan

3) Memberhentikan salah seorang dari anggota direksi ataupun

semua anggotanya karena alasan-alasan tertentu

4) Rapat umum pemegang saham (PUPS), khususnya diadakan

untuk menentukan apakah anggota direksi yang telah

diberhentikan atau dikembalikan kepada posisi semula.

b. Direktur Utama

1) Mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan

2) Mengikat perusahaan sebagai jaminan

3) Mengadakan rapat apabila dalam anggaran dasar tidak ditetapkan

cara lain dalam pelaksanaannya

4) Memimpin dan mengelola perusahaan sehingga tercapai tujuan

perusahaan

5) Memperoleh, mengalihkan dan melepaskan hak atas barang tak

bergerak atas nama perusahaan.

6) Berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan syarat-

syarat dan kekuasaan yang ditentukan secara tertulis.

7) Bertanggung jawab atas operasional perusahaan, khususnya yang

berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan.



38

c. Kabid Pemasaran

1) Bagian kredit

Bagian kredit merupakan aparat manajemen yang ditugaskan

membantu direksi dalam menangani masalah-masalah khusus,

yaitu bidang pembiayaan. Tugas dan tanggung jawab bagian

kredit antara lain :

a) Membuat usulan rancangan pemasaran kepada direksi

b) Memantau secara terus menerus efektivitas dan kolektivitas

pembiayaan

c) Melaksanakan supervisi program pembiayaan dan pemasaran

d) Memonitor lalu lintas jatuh tempo deposito dan tabungan

besar, serta mengadakan pendekatan ulang dan

mengoptimalkan jaringan atau hubungan dengan nasabah

e) Bertanggung jawab terhadap kolektibilitas nasabah yang

dipromosikan dan atau dibawah pembinaannya sebagai senior

Account Officer

f) Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas

portofolio pembiayaan yang diberikan

g) Melaksanakan koordinasi terhadap setiap pelaksanaan tugas-

tugas pemasaran dan pembiayaan dari unit yang ada dibawah

supervisinya
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h) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi

terhadap setiap pelaksanaan tugas dari fungsi pemasaran dan

pembiayaan.

i) Menyusun strategi, planning dan melakukan pemasaran atau

solidaritas nasabah baik dalam rangka keuntungan sumber

dana maupun alokasi pembiayaan secara efektif dan efisien

serta terarah.

2) Bagian Dana

Bertugas untuk menangani pemberian pembiayaan serta

mengawasi terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan

kelayakan pembiayaan yang sehat. Tugas pokoknya antara lain :

a) Menerima pembiayaan hutang nasabah yang datang ke bank

dan memberikan informasi fasilitas pembiayaan yang

ditawarkan bank dan jasa perbankan lainnya

b) Membuat analisis ekonomi, analisis pembiayaan yang

diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan

prinsip-prinsip kelayakan dan prinsip pembiayaan yang sehat

c) Melakukan pemasaran baik dalam rangka penghimpunan

dana maupun alokasi pembiayaan kepada masyarakat secara

efektif dan efisien

d) Melaksanakan program pembinaan seluruh nasabah

e) Mengajukan rancangan pengembangan sistem, pembinaan

untuk diberikan dalam rapat komite.
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3) Kabid Operasional

Bidang operasional merupakan manajemen yang ditugaskan

untuk membantu unit-unit lainnya dalam melaksanakan tugas

supervisi dibidang operasional yang meliputi aspek kualitatif dan

kuantitatif secara efektif dan efisien. Tugas pokonya antara lain :

a) Melakukan supervisi terhadap semua kegiatan operasional

bank

b) Mengajukan rancangan pembelanjaan yang efektif dan

efisien

c) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan setiap bagian

d) Melakukan pembukuan kasir dari seluruh transaksi dalam

bentuk laporan keuangan.

4) Kasir

Kasir sebagai pemegang kas dan kuasa menerima, dan membayar

sekaligus mengatur dan memelihara likuiditas. Tugas pokoknya

adalah sebagai berikut:

a) Sebagai kuasa bank melakukan penerimaan setoran tunai

maupun cek atau bilyet giro bank lain atau penarikan

pembayaran yang dilakukan nasabah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

b) Membuat laporan penerimaan maupun pengeluaran

c) Mengadakan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas

dan surat berharga agar tercatat dan terkontrol



41

d) Meminta bagian umum untuk melakukan pencairan tunai,

kliring, dan transfer surat berharga secara tepat waktu.

5) Pembukuan

Merupakan aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu

unit-unit lain seperti kasir atau teller dalam transaksi pembayaran.

Tugas pokoknya adalah :

a) Mencatat atau membukukan saldo nasabah giro jika ada

b) penyetoran dan atau penarikan dana rekening nasabah

c) Menentukan besar kecilnya dana yang harus dibayarkan ke

nasabah

d) Memberikan konfirmasi kepada pihak marketing mengenai

dana-dana nasabah yang kurang.

2. Mekanisme Pengajuan Permohonan Perjanjian Pembiayaan

Konsumen

Mekanisme dalam mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan

konsumen kepada lembaga pembiayaan, terlebih dahulu konsumen

selaku debitur harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)

b. Fotocopy Kartu Keluarga

c. Fotocopy Akte Nikah (bagi yang sudah menikah)

d. Fotocopy PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir

e. Fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir

f. Fotocopy Slip gaji atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
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g. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

h. Foto asli barang kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Suliki

Gunung Mas Cabang Payakumbuh yaitu pihak Credit Marketing Official

(CMO) melakukan analisa kelayakan debitur menerima fasilitas dari

lembaga pembiayaan ke tempat tinggal pemohon. Langkah ini bertujuan

untuk mengetahui kebenaran data yang diberikan pemohon pada saat

mengajukan permohonan kepada perusahaan pembiayaan.

Langkah berikutnya, setelah PT. BPR Suliki mendapatkan data-

data pemohon serta telah menyelesaikan survey dan analisa yang

dilakukan oleh CMO, pihak cabang mengirimkan data-data tersebut ke

Head Marketing dan kantor pusat untuk di analisa kembali kelayakan

pemohon mendapatkan fasilitas pembiayaan. Setelah analisa selesai, dan

pihak pusat menyetujui permohonan pembiayaan konsumen atau

pembiayaan kredit, maka selanjutnya pihak PT. BPR Suliki Gunung Mas

Cabang Payakumbuh menghubungi pihak pemohon untuk memverifikasi

pengajuan permohonan kredit. Setelah verifikasi kepada pihak pemohon

selesai, CMO sekali lagi mendatangi pemohon ke rumahnya untuk

meminta pemohon menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Perjanian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

b. Surat Kuasa Fidusia

c. Surat Serah Terima Barang Jaminan

d. Surat Perhitungan Kredit



43

e. Surat Pernyataan Bersama

f. Surat Tanda Terima Pencairan

g. Surat Berita Acara Serah Terima.

Selain itu, faktor di tanda tanganinya semua dokumen-dokumen

perjanjian pembiayaan mempengaruhi cairnya dana dari pihak PT. BPR

Suliki Gunung Mas cabang Payakumbuh. Pihak perusahaan tidak akan

mengeluarkan dananya apabila seluruh kesepakatan tidak disetujui oleh

pihak pemohon.

3. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pasti akan

memiliki resiko dalam hal pelaksanaannya. Sehingga untuk menganti

sipasi hal tersebut dibutuhkan suatu perjanjian yang jelas untuk

memberikan kepastian hukum, kepastian tersebut bukan hanya diberikan

kepada lembaga pembiayaannya saja, namun juga diperuntukkan kepada

konsumen ataupun debiturnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata “Semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik”.

Setiap perjanjian dapat diwujudkan secara maksimal jika seluruh

pihak yang berkepentingan dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana
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yang dijanjikan tanpa membuat suatu perbuatan wanprestasi. Namun ada

kalanya segala sesuatu sebagai suatu persetujuan tidak bisa dijalankan

sebaik mungkin atau tidak terlaksananya kewajiban. Yang mana

wanprestasi merupakan tidak terlaksananya prestasi baik itu karena

faktor kesengajaan maupun kelalaian.

Saliman mengemukakan wanprestasi adalah suatu sikap dimana

seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya

sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh

kreditur dan debitur.49

Sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi, maka

seseorang tersebut harus mendapatkan peringatan dari salah satu pihak.

Sehingga dapat disimpulkan jika belum ada peringatan, maka seseorang

tersebut belum bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi, peringatan

disini dapat juga disebut sebagai bentuk somasi.

Somasi bermaksud untuk menegur debitur agar ia berprestasi,

teguran tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa debitur memang masih

mau atau paling tidak melalui proses somasi masih dapat diharapkan mau

berprestasi.50 Somasi terjadi disebabkan debitur tidak memnuhi

prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Ada tiga cara

terjadinya somasi, antara lain:

49https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#-
tekt=Menurut%20Saliman. Diakses pada tangal 17 Agustus 2020, Pukul 11.12 WIB.

50Eddy, R, Aspek Legal Properti (Teori, Contoh, dan Aplikasi), Yogyakarta: CV. Andi
Offset, 2010, hlm. 113.

https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/
https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/
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1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru.

2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan.

Tidak memenuhi prestasi disini dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu keterlambatan melaksankan prestasi dan sama sekali tidak

memberikan prestasi.

3. Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak berguna lagi bagi kreditur

setelah lewat waktu yang diperjanjikan.51

Pengaturan tentang somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata

yang menyatakan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat

perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau

demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang

diangap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.52

Berdasarkan penjelasan di atas maka itu menjadi pembatas bagi

seseorang untuk disebut sebagai orang yang telah termasuk ke dalam

perbuatan wanprestasi yaitu jika seseorang telah mendapatkan suatu

somasi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan

Bapak Iing selaku Pimpinan Bank tata cara untuk menentukan debitur

wanprestasi telah tertuang di dalam surat perjanjian kredit PT. BPR

Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh. Sebelum dilakukan proses

pencairan dana, terlebih dahulu telah dilakukan kesepakatan antara

51 Salim, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak),Jakarta: Sinar Graika,
2019, hlm. 96.

52 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pasal+1238+kuhperdata, Diakses
pada tanggal 18 Agustus 2022, Pukul 15.08 WIB.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pasal+1238+kuhperdata
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debitur dan kreditur melalui penandatanganan perjanjian pembiayaan PT.

BPR Suliki yang dibubuhi materai 6.000. Debitur dinyatakan wanprestasi

diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki tentang

Keadaan Ingkar Janji, yang berbunyi:

1. Peminjam menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya

pada Bank adalah benar dan Peminjam berjanji untuk melaksanakan

semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun

apabila ternyata:

a. Peminjam tidak membayar angsurannya, baik angsuran pokok

dan/atau bunga selama 2 bulan beturut-turut.

b. Peminjam tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada

waktunya.

c. Peminjam melanggar dan/atau tidak melaksankan kewajiban yang

disyaratkan Perjanjian ini.

d. Data dan informasi mengenai Peminjam, usahanya, dan agunan

yang diserahkan pada Bank ternyata tidak benar/tidak sesuai

dengan kenyataan yang ada.

2. Bila Peminjam dalam keadaan ingkar janji maka Peminjam setuju

bahwa Bank berhak untuk melakukan tindakan Hukum yang

diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam

Perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait

Jaminan/Agunan.
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3. Bila Peminjam dalam keadaan ingkar janji maka peminjam setuju

bahwa Bank berhak melakukan pemasangan papan pemberitahuan

terhadap agunan kredit.

Maka debitur dikatakan wanprestasi apabila melakukan hal-hal

yang telah diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki

yang telah dipaparkan di atas. Selain mengenai penyebab debitur

dikatakan wanprestasi, di dalam surat perjanjian juga ditentukan

mengenai jangka waktu pembayaran, yaitu diatur dalam Pasal 2

Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki tentang Jangka Waktu

Pembayaran Kredit “Bank dan Peminjam setuju bahwa Perjanjian Kredit

berlaku sesuai dengan kesepakatan bersama”.

Terkait mengenai jangka waktu angsuran kredit akan disepakati

secara bersama oleh kreditur dan debitur, dimana jangka waktu angsuran

kredit paling cepat adalah 36 bulan atau 3 tahun, dan paling lama adalah

60 bulan atau 5 tahun.

Ketika debitur telah melakukan peminjaman kepada pihak Bank,

maka tidak semua debitur yang membayar angsuran sesuai dengan

tanggal yang telah disepakati, banyak dari debitur yang macet dalam

melakukan pembayaran angsurannya, dalam surat perjanjian juga

dibunyikan mengenai denda keterlembatan yaitu diatur dalam Pasal 6

Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki tentang Denda Keterlembatan”

Apabila peminjam terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan

yang telah disepakati bersama, peminjam bersedia membayar denda
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keterlambatan angsuran sekian persen berdasarkan keputusan atau

kesepakatan bersama setiap bulan keterlambatan dihitung dari jumlah

angsuran tertunggak.

Adanya peraturan atau pasal yang dibunyikan mengenai denda

keterlambatan yaitu untuk mengurangi debitur yang lalai dalam

melakukan pembayaran, jika tidak ada pasal yang mengatur tentang

denda keterlambatan bisa dipastikan akan banyak debitur yang

melakukan penundaan pembayaran, yang akhirnya akan merugikan pihak

Bank sebagai pemberi pinjaman. Dan sebaliknya dengan adanya pasal

tersebut akan meminimalisir terjadinya keterlambatan pembayaran yang

dilakukan oleh debitur.

Selanjutnya ketika debitur melakukan peminjaman maka akan ada

yang namanya barang jaminan, yang mana berfungsi untuk memberikan

kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang

atau kepastian realisasi dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini diatur

dalam Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan PT. BPR Suliki tentang Pengalihan

Barang Agunan “Sebelum hutang peminjam dinyatakan lunas oleh Bank,

maka peminjam tidak diperkenankan menjual, menyewakan, memindah

tangankan, mengalihkan hak dan/atau menjaminkan agunan kreditnya

kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank. Sesuai dengan

Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi

Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang

menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
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ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Ketika debitur melakukan pelanggaran terhadap pasal di atas,

misalnya debitur kedapatan menjual atau menggadaikan barang

jaminannya, maka debitur akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan

dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000. Kemudian debitur juga

harus memberikan atau mengganti barang jaminan dengan yang baru.

Perjanjian yang telah dilakukan dan telah memenuhi suatu

kesepakatan tertulis maka perjanjian tersebut telah mengikat diantara para

pihak, sehingga wajib untuk dijalankan dan dipatuhi secara baik sesuai

dengan yang telah disepakati bersama.53 Penjelasan tersebut juga

diperjelas dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyebutkan

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi yang membuatnya”.54 Persetujuan ini tidak bisa ditarik

kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, atau karena

alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan persetujuan

tersebut pun harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Pimpinan

PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh yaitu Bapak Iing

53 Febrina, N, Penyelesaian Wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna
pada PT. Clippan Finance Cabang Kota Pekanbaru, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau,
2020, hlm. 62.

54https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pasal+1338+kuhperdata,Diakses
pada tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 15.45 WIB.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pasal+1338+kuhperdata
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Firnaldi penulis mendapatkan data kredit yang bermasalah sebagai

berikut:55

Tabel I.1

Data Kredit PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

TAHUN KURANG LANCAR DIRAGUKAN MACET

Jumlah
Nasabah

Baki Debet Jumlah
Nasabah

Baki Debet Jumlah
Nasabah

Baki Debet

2019 13 orang 169.772.400 9 orang 278.839.300 20 orang 287.137.900

2020 10 orang 32.577.500 5 orang 52.739.000 32 orang 330.762.500

2021 10 orang 195.899.000 7 orang 125.334.000 40 orang 327.429.200

Sumber: PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nasabah

ada yang kurang lancar, diragukan, dan macet dalam melakukan

pembayaran. Yang mana status kurang lancar merupakan status

kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak

tanggal jatuh tempo bulananya sampai dengan sekurang-kurangnya 3-4

bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga 91-120

hari), dimana nasabah yang kurang lancar dalam melakukan pembayaran

menurun. Selanjutnya status Diragukan merupakan status kolektibilitas

yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak

tanggal jatuh tempo bulannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur

menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 121-180 hari), dimana

jumlah nasabah yang diragukan dalam melakukan pembayaran turun naik.

55 Wawancara dengan Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas Cabang
Payakumbuh “Iing Firnaldi”, 15 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.



51

Terakhir status Macet merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong

Non Performing Loan (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan

bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak

pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari, dimana jumlah nasabah

yang macet dalam melakukan pembayaran meningkat, terhitung sejak

tahun 2019 sampai 2021.

Berdasarkan penjelasan Bapak Iing selaku Pimpinan Bank

macetnya pembayaran oleh nasabah berawal dari Pandemi Covid-19 yang

menyebabkan perekoniman tidak stabil. Maka berdasarkan data tersebut

penyelesaian wanprestasi yang di tempuh oleh pihak Bank adalah sebagai

berikut:

1. Pihak Bank BPR melakukan negosiasi dengan pihak debitur yang

melakukan cidera janji untuk mengetahui apa alasan yang menjadi

penyebab debitur kesulitan untuk melakukan kewajibannya kepada

Bank BPR, kemudian mencoba untuk memberikan solusi agar debitur

dapat keluar dari masalahnya tersebut.

2. Jika setelah di peringati debitur masih tetap tidak memenuhi prestasinya,

maka pihak Bank BPR akan mengambil langkah tegas dengan

memberikan sanksi berupa denda keterlambatan membayar angsuran

sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Pasal 6

Perjanjian Pembiayaan Bank BPR tentang Denda Keterlambatan yang

menyatakan bahwa “Apabila peminjam terlambat membayar angsuran

sesuai dengan kesepakatan, peminjam bersedia membayar denda
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keterlambatan angsuran sebesar 2% setiap bulan keterlambatan dihitung

dari jumlah angsuran tertunggak”. Denda tersebut dapat ditagih seketika

dan sekaligus tanpa diperlukan teguran lebih lanjut dari kreditur

ataupun instansi yang berwajib.

3. Jika debitur masih tetap tidak menggapinya maka pihak Bank akan

mengirimkan somasi atau surat peringatan 1, apabila masih tidak

ditanggapi maka dikirimkan somasi atau surat peringatan 2, dan jika

masih tetap tidak diindahkan maka akan dikirimkan somasi atau surat

peringatan terakhir (SPT). Apabila somasi terakhir tersebut juga tidak

ditanggapi atau diindahkan maka pihak akan melakukan penarikan

terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan ketika melakukan

peminjaman.

4. Analisis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian

Pembiayaan Konsumen

Lembaga pembiayaan adalah sebuah lembaga yang mana salah

satu fungsinya memberikan pinjaman kepada nasabah yang

membutuhkan. Yang mana dalam melakukan pinjaman tersebut ada

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, diantaranya: (1)

Mengajukan permohonan, (2) Melengkapi syarat-syarat yang diberikan

oleh pihak Bank, (3) Tahap survey yang akan dilakukan oleh pihak Bank

untuk memastikan apakah data yang diberikan benar atau tidak. Setelah

itu barulah dilakukan proses selanjutnya, apakah nantinya pinjaman akan

diberikan atau tidak.
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Namun, dalam sebuah lembaga pembiayaan tidak selalu berjalan

dengan lancar, akan ada ditemukan nasabah yang macet dalam

melakukan pembayaran atau cidera janji (wanprestasi). Untuk mengatasi

hal tersebut maka pihak Bank pun menempuh beberapa proses

penyelesaian dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu sebagai

berikut: (1) Pihak Bank akan melakukan negosiasi (pendekatan secara

kekeluargaan) dengan nasabah yang melakukan wanprestasi, dan disini

pihak akan berusaha untuk mencari jalan keluarnya, (2) Jika setelah

melakukan negosiasi pihak nasabah tidak menanggapi maka pihak Bank

akan mengeluarkan surat peringatan kepada nasabah, terdiri dari surat

peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan terakhir (SPT), (3)

Jika nasabah tetap tidak menanggapi, maka langkah selanjutnya atau

langkah terakhir yang diberikan oleh pihak Bank yaitu dengan

memberikan pilihan kepada nasabah, pilihan yang diberikan oleh pihak

Bank yaitu apakah nasabah nantinya ingin menjual barang jaminannya

tersebut atau menyerahkan barang jaminan tersebut kepada pihak Bank

untuk dijual atau dilelang, dan hasil dari penjualan jaminan tersebut akan

dibayarkan kepada Bank sesuai dengan sisa hutang nasabah, sisa dari

penjualan tersebut pun menjadi milik debitur.
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B. Hambatan dan Solusi Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian

Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang

Payakumbuh

1. Hambatan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian

Pembiayaan Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas

Cabang Payakumbuh

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum

utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat

sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat

hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai

undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan

konsumen dan konsumen.

Konsekuensi yuridis berikutnya, perjanjian tersebut harus

dilaksanakan dengan itikad baik dan juga tidak dapat dibatalkan

secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai

dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan

konsumen.

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian

menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah

satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena

hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota

masyarakat bebas untuk melakukan perjanjian dan Undang-Undang

hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh kedua
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belah pihak. Pada dasarnya setelah sebagian orang yang menjalankan

perjanjian pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga

orang tersebut menerima somasi atas perbuatannya maka orang

tersebut telah mempunyai tanggungan selain nilai kewajibannya juga

mempunyai tanggungan terhadap denda atau sanksi atas

keterlambatannya. Untuk menghindari adanya tersebut maka sudah

seharusnya setiap konsumen atau debitur menjalankan perjanjiannya

sesuai dengan yang telah disepakati secara bersama, hal ini tidak lain

untuk menghindari adanya pemberian somasi dari perusahaan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan

Pimpinan Cabang PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank jika

somasi yang diberikan tidak ditanggapi oleh debitur yaitu dengan

melakukan tindakan lanjutan sesuai dengan prosedur, kemudian

diakhiri dengan adanya penarikan barang dari fasilitas pembiayaan

yang dikuasai oleh debitur. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa

hambatan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan

konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh

adalah sebagai berikut:

a) Macetnya pembayaran oleh nasabah sehingga terjadinya

wanprestasi yaitu bermula dari Pandemi Covid-19 yang

menyebabkan perekonomian masyarakat pada saat itu menurun.
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b) Sebagian nasabah ada yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

sehingga tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa membayar

tunggakan Bank.

c) Debitur sulit dikunjungi di kediamannya ketika masuk tanggal

pembayaran (sering menghilang).

d) Debitur melakukan peminjaman lagi ke tempat lain, contohnya

koperasi, sehingga hutangnya menumpuk dan mengakibatkan

debitur lalai dalam melakukan pembayaran.

e) Nasabah mengalami masalah keluarga, misalnya telah terjadi

perceraian antara suami dan istri, akibat perceraian tersebut kedua

belah pihak tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pinjaman

yang telah mereka lakukan.56

2. Solusi Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan

Konsumen pada PT. BPR Suliki Gunung Mas Cabang

Payakumbuh

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang

lembaga keuangan bukan Bank yang mempunyai peranan sangat

penting dalam sebuah pembiayaan. Yang mana lembaga ini

merupakan salah satu lembaga yang memberikan sumber dana

alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana

untuk memenuhi kebtuhuannya.57

56Wawancara dengan Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas Cabang
Payakumbuh “Iing Fimaldi”, 15 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.

57 Junaidi, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020, hlm.05
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Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

penyediaan dana atau barang modal.58 Dalam menjalankan sebuah

lembaga pembiayaan tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti akan

menemukan berbagai kendala atau hambatan. Salah satu hambatan

atau kendala yang ditemui adalah adanya wanprestasi, yang mana

wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau

lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat diantara kreditur dan

debitur.59

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis

dengan pimpinan Bank yaitu untuk mengatasi hambatan yang terjadi

dalam sebuah lembaga pembiayaan maka solusi yang ditawarkan oleh

pihak Bank kepada nasabah yang mengalami wanprestasi yaitu

sebagai berikut:

a. restrukturisasi penghitungan kembali hutang nasabah. Yang mana

restrukturisasi merupakan sebuah upaya yang diberikan oleh

lembaga keuangan atau Bank maupun perusahaan pembiayaan

untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi

mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena suatu

58Irsyadi, Z, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV
Budi Utama, 2012, hlm. 158.

59 https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#-
tekt=Menurut%20Saliman. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022, Pukul 14.45 WIB.

https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/
https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/
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hal tertentu. Setelah restrukturisasi dilakukan maka nanti dapat

dilihat apakah nasabah akan diberikan pengecilan cicilan atau

penurunan suku bunga.

b. Readjustment yaitu pengaturan kembali perjanjian pembiayaan,

seperti rescheduling, reconditioning, resruturing. Disini hanya

debitur yang mempunyai itikad baik dan mau serta dapat

berkembang, yang nantinya akan diatur kembali syarat-syarat

pembiayaan. 60

c. Menyuruh debitur menjual sendiri jaminannya setelah mendapat

izin dari Bank, hal ini dilakukan karena harganya akan lebih

tinggi dari pada dilelang.

d. Penjualan barang jaminan oleh/atas perintah dari Bank.

Berdasarkan gross akta/sertifikat hipotik, Bank diberi hak untuk

memerintahkan penjualan tanpa melalui pengadilan.

e. Melalui pengadilan, cara yang ditempuh dalam menyelesaikan

pembiayaan yang macet ini melalui pengadilan negeri setempat,

dimana Bank mengajukan gugatan kepada debitur.

60 Wawancara dengan Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Suliki Gunung Mas Cabang
Payakumbuh “Iing Firnaldi”, 15 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan yaitu

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

(Studi pada PT. BPR. Suliki Gunung Mas Cabang Payakumbuh) maka

penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi dilakukan dengan cara

negosiasi terlebih dahulu, dan pihak Bank mencoba untuk

memberikan solusi kepada debitur. Jika langkah pertama tidak

diindahkan maka langkah selanjutnya yaitu dengan memberikan

sanksi berupa denda keterlambatan membayar angsuran sesuai dengan

kesepakatan bersama yang tertuang dalam Pasal 6 Perjanjian Bank

BPR. Jika tetap tidak diindahkan pihak Bank akan mengirimkan

somasi (surat peringatan) 1, apabila tetap tidak ditanggapi maka

dikirimkan surat peringatan 2, dan jika tetap tidak ditanggapi maka

akan dikirimkan surat peringatan terakhir (SPT). Apabila somasi

terakhir tersebut juga tidak ditanggapi maka pihak Bank akan

melakukan penarikan terhadap barang jaminan.

2. Hambatan dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi yaitu bermula

dari Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat pada saat

itu menurun, sebagian besar nasabah ada yang di PHK sehingga tidak

memiliki penghasilan dan tidak bisa membayar tunggakan, dan
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adapaun solusi yang ditawarkan oleh pihak Bank kepada nasabah

yang mengalami wanprestasi yaitu dengan cara memperpanjang

jangka waktu pembayaran, sehingga cicilan yang akan dibayar oleh

nasabah menurun jumlahnya.

B. Saran

1. Kepada nasabah yang telah melakukan peminjaman, diharapkan dapat

membayar dan melunasi cicilan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam surat perjanjian yang telah

disepakati.

2. Kepada peneliti yang memiliki kesamaan objek dengan penelitian ini,

bisa menjadikan hasil dari penelitian ini sebagai pembanding dan juga

penguatan argument dalam penelitian.
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